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Menimbang : a.

PERATURAN BUPATI PURWORE.'O
NOMOR ?3 TAHU11 zo2t

Tpn"reruc

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KER-IA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PURWORF^IO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORF^IO,

balrwa unhrk melaksanakan ketentuan Pasal 7
Peraturan Daerah I(abupaten h.rrworejo Nomor 14
Tahun 2Ot6 'tentang Pimbentukan dan Susunan
Perangkat Daerah l(abupaten ' Rrmrorejo
sebagaimana telah diubah dengan Perahrran Daerah
I(abupaten Rrrworejo Nomor I Tahun 2Ol7 tentang
Pembahan Atas Peraturan Daeratr Kabupaten
Rrrworejo Nomor L4 Tahun 2Ot6 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten hrrworejo, telah ditetapkan Perahrran
Bupati Rrnn orejo Nomor 84 Tatrun 2OL6 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah I(abupaten Rrrworejo;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparahrr dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahun 2O2L tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan
Perahrran Menteri Pendayagunaan Aparahrr dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2L tentang
Penyederhanaan Stnrkhrr Organisasi Pada Instansi
Pemerintatr Ltnhrk Penyederhanaan Birokrasi, maka
Peratrrran Bupati sebagaimana dimaksud. pada
hunf a, sudatr tidak sesuai lag sehingga perlu
diganti dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang
bartr;
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c. bahwa berdasarkan
dimaksud pada

bangan sebogioimana
a dan huruf b, perlu

Peraturan Bupati tentang Kedudukan

Mengingat

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupa.ten Punrorejo,

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pem Dalam

Negara
Republik Indonesia Tahun

3. Undang-Undang Nomor
Daerah

Indonesia Tahun 2Ol4
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
denganUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O
Perangkat Daerah
Indonesia Tahun 2016 Nomor

16 t€ntang
Republik

Tambahan
Negara

LL4,
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

7. Peraturan Daerah
Tahun 2016 tentang

Daerah Kabupaten

Tambahan lembaran Daerah

Perattrran
tentang

Nomor 14
Susunan

Tahun 2016 Nomor 14,

sebagaimala
Pemerintah

diubah dengan
72 Tahun 2Ol9

telah
Nomor

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2O16 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2OL9 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2O21 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan

6.

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun2O2l Nomor 546);

Nomor 1

Peraturan
Tahun
Daerah

20t7

Tambahan lembaran Daerah
Nomor 1);

2

telah dengan
Purworejo Nomor I

Atas Peraturarr
14 Tahun 2016

Kabupaten Purworejo

ubah

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Purworejo (kmbaran Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2Ol7 Nomor 1,
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PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN PURWORE"IO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perahrran Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten

Daerah adalah Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
pemerintahan daerah yang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Purworejo.

2.

5. Badan
disebut

pegawai
instansi

13. Jabatan
Jabatan

adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Punrorejo.

6. Kepala Badan Perencanaan Daerah, yang
selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pur:rrorejo.

7. Sekretariat adalah Sekretariat pada BAPPEDA.
8. Sekretaris yang selanjutnya disebut Sekretaris, adalah

Seloetaris Badan Perencanaan Pem
Purworejo.

9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada BAPPEDA.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada BAPPEDA.
11. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan

tugas dan fungsi koordinasi serta kegiatan sesuai
bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja diatur
dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata
kerja instansi.

12. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan

Daerah, yang selanjutnya

Daerah Kabupaten

dengan pedanjian kerja yang bekerja pada

Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
adalah jabatan yang berisi fungsi

dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
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14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pa.da Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) BAPPEDA berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupa.ti melalui Sekretaris Daerah lkbupa.ten Purrrorejo,

(2) BAPPEDA dipimpin oleh Kepala BAPPEDA.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi
penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan

Daerah, yang meliputi ekonomi dan pengembangan
dan sosial budaya, serta penelitian,

pengembangan, dan pengendalian.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan

wilayah,

BAPPEDA

perencanaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
tungsi:

a. penlmusan kebiiakan teknis bidang perencanaan pembangunan,
penelitian, pengembangan, dan pengendalian

b.

c.

d

dan rencana dan program kerja bidang
dan pengembangan yang

meliputi ekonomi dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan
sosid budaya, serta penelitian, pengembangan, dan pengendalian;

dan teknis bidang perencanaan
ekonomi dan pengembangan wilayah,

dan sosial budaya, serta penelitian, pengembangan, dan

koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan
pihak lain yang berhubungan dengan bidang perencanaan

penelitian, dan pengembangan yang meliputi
ekonomi dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan sosial
budaya, serta penelitian, pengembangan, dan pengendalian
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f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap
tugas-tugas bidang perlencanaan

penelitian, dan pengembangan yang meliputi ekonomi dan
pengembangan wilayah, dan sosial budaya, serta
penelitian, pengembangan, dan

g. kesekretariatan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi BAPPEDA, terdiri atas:
a. Kepala BAPPEDA;
b. Sekretariat;
c. Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah;
d. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
e. Bidang Perencanaan Penelitian, Pengembangan,

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagan tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

dan

Kepala BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 5 Ayat (1) huruf
a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi
BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 6

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala BAPPEDA, berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPPPEDA.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
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Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan

7 ayat (1) mempunyai
keb{iakan teknis dan

secara terpadu, melayani dan
yang meliputi perencanaan,

dan kepegawaian.
evaluasi

pelaporan dan umum serta keuangan

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
Sekretariat fungsi:

penyiapan perumusan kebljakan teknis;a.
b.
c.

d.

e.

Pasal 1O

(1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
a. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
b. Jabatan Fungsional.

(3) Jabatan Ftrngsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
pejabat

koordinasi serta

(2) Subbagian se
oleh

Subkoordinator

dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin
berada di bawah dan

yang bertugas melaksanakan
kegiatan urusan perencanaan,

evaluasi, , dan umum melalui penetapan sebagai
Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
pejabat fungsional dengan JCNJ muda

kebljakan dan

penJrusunarn program,
, evaluasi, pelaporan dan

pengelolaan
umum yang meliputi

sistem informasi,
perencanaan

tatalaksana, ketatausahaan rumah tangga

atau pelaksana senior yang
tambahan mengoordinasikan
kegiatan sesuai dengan tugas sebagai Su

Pasal 1 1

tugas
tugas dan pengelolaan

Evaluasi, Pelaporan dan Umum
bahan perumusan dan melaksanakan

administrasi di bidang
koordinasi,

evaluasi,
dan

tugas
tugas

ang sekurang-kurangnya ahli
ditunjuk dengan diberikan

3 5 6
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Pasal 12

Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan

administrasi di bidang keuangan dan kepega.waian,
yang meliputi keuangan, verifikasi, akuntansi
dan pengelolaan kepegawaian, hukum, hubungan
masyarakat, organisasi di serta
tugas
tugas

kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah

Pasal 13

(1) Ekonomi dan Pengembangan Wilayah berkedudukan di
bawah dan jawab kepada Kepala BAPPEDA.

(2) Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala
Bidang.

Pasal 14

Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) tugas perumusan
kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang
ekonomi dan wilayah, yang meliputi produksi,
pengembangan dunia usaha, infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 14,
Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah
fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,

dan pengendalianperencanaan di bidang produksi;
b. penyrapan perumusan kebiiakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,

dan pengendalianperencanaan di bidang pengembangan dunia
usaha;

c. penyiapan perumusan kebliakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
dan perencanaan di bidang dan

wilayah;dan
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

BAPPEDA sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Bidang Ekonomi dan Wilayah
dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c, terdiri atas

d.

7
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dafam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta
pengelol,asn kegiatan Bidang
melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang

Ekonomi dan Pengembangan Wilayatr,

lingkup tugasnya dan jawab kepada Kepala Bidang
Ekonomi dan Pengembangan Wilayah.

(3) Subkoordinator pada ayat (21 terdiri dari:
a. Subkoordinator Produksi;
b. Subkoordinator Pengembangan Dunia Usaha; dan
c. Subkoordinator Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

(4)

Pasal 17

Produksi mempunyai tugas bahan
dan melaksanakan kebljakan teknis, serta melakukan

pembinaan perencanaan di bidang produksi, yang meliputi bidang
pertanian pangan, kelautsn lingkungan hidup dan
kehutanan dan pengembangan agribisnis, serta tugas
kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan
Pengembangan Wilayah sesuai dengan tugas

Pasal 18

Dunia Usaha mempunyai tugas
bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis,

serta melakukan pembinaan perencanaan di bidang pengembangan
dunia usaha, yang meliputi bidang industri, tenaga kerja,
penananam modal, energr sumber daya mineral, pariwisata,
kebudayaan, koperasi,

serta tugas kedinasan lain yang diberikan
dan Pengembangan Wilayah sesuaioleh Kepala Bidang Ekonomi

dengan tugasj

Pasal 19

Subkoordinator Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai

usaha mikro, kecil, menengah, dan

I

tugas
teknis,

bahan perumusan dan melaksanakan kebliakan
serta melakukan pembinaan perencanaan di bidang

dan wilayah, yang meliputi bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang, ralqfat, kawasan

, perhubungan, komunikasi informasi,
statistik, dan pelaksanaan pengembangan wilayah dan
kawasan strategis serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan
tugas jabatannya.
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Bagian Kelima
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pasal 2O

(1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDA.

(2) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala
Bidang.

Bidang

Pasal 21

dan Sosial Budaya mempunyai tugas
perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan,

dan mengendalikan bidang perencanaan di bidang pemerintahan dan
sosial budaya, yang meliputi pemerintahan, kependudukan,

masyarakat dan kesej ahteraan ralgrat.

Pasa722

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalsud dalam Pasal 21,
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebllakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,

dan pengendalian perencanaan di bidang pemerintahan;
b. penyiapan perumusan kebliakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,

dan perencanzran di bidang kependudukan dan
masyarakat;

c. penyiapan perumusan kebliakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
dan pengendalian perencanaan di bidang kesejahteraan ralryat;dan

d. tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
BAPPEDA sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 23

(1) Susunan Organisasi Bidang dan Sosial Budaya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf d, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang dan Sosial Budaya melalui
penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup
tugasnya dan jawab kepada Kepala Bidang
Pemerintahan dan Sosial Budaya.

(3) Subkoordinator pada ayat (21terdiri dari:
a. Subkoordinator Pemerintahan;

9
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Subkoordinator Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat;
dan
Subkoordinator Kesejahteraan Rak5rat.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) dijabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurang4ya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan pelaksanaan tuga.s dan
kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.

Pasal 24

Subkoordinator Pemerintahan mempunyai tuga.s menyiapkan bahan
perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan
pembinaan perencanaan di bidang penunjang urusan pemerintahan,
yang meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, keuangan
daerah, dan pelatihan, fungsi camat,
pengawasan, kerja sama daerah dan tata kelola

serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan tugas

b.

c.

j

Pasal 25

Kependudukan dan Masyarakat
memptrnyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan
kebljakan teknis, serta melakukan pembinaan perencanaan di bidang
kependudukan dan pemberda5raan masyarakat, yang meliputi bidang
administrasi kependudukan, pencatatan sipil, pengendalian penduduk
dan keluarga pemberdayaan masyarakat dan desa,
ketentraman, ketertiban umum, dan masyarakat,

kemiskinan, pengembangan kawasan perdesaan, serta
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 26

Subkoordinator Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan melaksanalan kebiiakan teknis, serta
melakukan pembinaan perencanaan di bidang rak5rat,
yang meliputi bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan,
sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan,
perpustakaan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan
tugas
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Bagian Keenam
Bidang Pedncanaan, Penelitian,

Pengembangan, dan Pengendalian

Pasal2T

(1) Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
BAPPEDA.

(2) Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan
dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Bidang Perencanaan, Penettian, Pengembangan dan
mempunyai tugas menyiapkan perumusan keb[iakan teknis, membina,

dan bidang penelitian
dan analisis data, pen5rusunan perencanaan daerah, serta

evaluasi dan pelaporan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,
Bidang Perencanaan Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebiiakan teknis, pembinaan,

dan pengendalian di bidang penelitian pengembangan dan analisis
data;

b. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan teknis,
pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penJrusunan
perencanaan daerah;

c. penyiapan perumusan kebliakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
dan evaluasi dan
peLaporan;dan

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
BAPPEDA sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 3O

(1) Susunan Organisasi Bidang
Pengembangan, dan Pengendalian, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 Ayat (1) huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, dan

melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai
dengan ruang lingkup tugasnya dan jawab kepada
Kepala Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, dan

di bidang

d.
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(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoordinator Penelitian, Pengembangan dan Analisis Data;
b. Subkoordinator Penyusunan Perencanaan Daerah; dan
c. Subkoordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan tugas dan
kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.

Pasal 31

Su dan Analisis Data
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan
kebiiakan teknis, serta melakukan penelitian dan
pengembangan, komunikasi dan informatika, , statistik,
pengelolaan sistem informasi, serta tugas kedinasan Lain
yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan, dan Pengendalian sesuai dengan tugas jabatannya.

Subkoordinator

Pasal 32

Perencanaan Daerah mempunyai tugas

teknis

pokok melakukarr bahan perumusan dan
teknis, serta pembinaan di bidang perencanaan daerah dan

keuangan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, dan
Pengendalian sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 33

Evaluasi dan Pelaporan
tugas menyiapkan bahan penrmusan dan melaksanakan kebljakan
teknis, serta melakukan pembinaan di bidang evaluasi
dan serta tugas
kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan, dan Pengendalian sesuai dengan tugas jabatannya.

*",.*r3;Tffi .T"llitlgsionar

Pasal 34

(1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana
tungsional pada BAPPEDA.

(2) Pejabat tungsional se dimaksud pada ayat (1)
di bawah dan jawab secara langsung

kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator,
atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

t2
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(3) Kedudukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat
tugas dan

unit ban kerja
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jenis sebagaimana dimaksud pada
ayat ( peraturan perundang-undangan.

(5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (l), dilakukan sesuai ketentuan

Pasal 35

Kelompok Jabatan
dengan Jabatan Fungsional
peraturan perundang-undangan.

BAB TV

TATA KER.IA

Pasal 36

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
dan Kelompok Jabatan dalam

melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan kebijalran yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

Su
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepa.la Subbagian,

dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam
tugasnya prinsip yang

pelaksanaan, monitoring,meliputi
evaluasi dan pelaporan

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas, Kepala BAPPEDA,
dan

tugas masrng-masrng.

Sekretaris, Kepala
Kelompok Jabatan

integrasi dan
tal baik ke dalam maupun
Pemerintah Daerah serta

pnnsrp
sinkronisasi secara vertikal maupun horizon
antar satuan organisasi dalam lingkungan
instansi lain sesuai dengan tugas masing-masrng.

Pasal 39

(1) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
pada

bimbingan serta
jawab dafam

7 ,4
? u

3
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(2t Sekretaris, Kepala
Jabatan

Su
Su , dan Kelompok waj ib
dan mematuhi petunjuk dan jawab pada
atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waldu.

(3) Dafam menyampaikan
tembusan laporan
Lain yang secara

(4) Setiap
Kepala

yang diterima oleh Kepala BAPPEDA, Sekretaris,
Subkoordinator, dari bawahan

kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 4O

Jenjang jabatan dan serta
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Sekretaris, Kepala
Jabatandan

diberhentikan pejabat yang

se[agai bahan penyusunan laporan
bahan untuk memberikan petunjuk

diatur sesuai

Kepala
di diangkat dan

dan jenis jabatan aparatur sipil
ay?t Iperlncr

1) dilakukan
per 1 (satu) tahun

untuk

diangkat di
Nomor 84

Tugas dan
Daerah

fungsinya sampai
Bupati ini.

dapat
lebih

diolah
lanjut dan

(1) BAPPEDA waj
aparatur sipil
beban kerja.

ketentuan peraturan

Pasal 42

ib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis

(2) Menyusun kebutuhan
negara

BAB VI

KETET.ITUAN PERALIHAN

Pasal 43

Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan
o, tetap melaksanakan tugas dan

berdasarkan Peraturan

9 1,d t?7 1

1.
5 6
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2

dengan diangkat baru
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BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

(f) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Purworejo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah I(abupaten Pu:vorejo, dicabut dan

tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BAPPEDA wajib
mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan

lnt.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangqal diundangkan

Agar setiap orang
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

di
pada tanggal 23 Scptcrbcr 2l2l

I PURWORE.TO,

I

€ ecus BASTT,AN

di Purworejo
pada tanggal 23 S.ptclb.r 2a2l

SEKRETARIS KABUPATEN PURWOREJO

f sArD ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE.IO
TAHUN NOMOR SERI NOMOR

,[ llI fo 0r'
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I.AMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWORE.IO
NOMOR ?3 TAHUN2a2i
TEMANG
KEDUDUKAN, SUS1JNAN ORGANISASI DAN FUNGSI SERTA
TATA KER.'A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PURWORE.'O

KELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA BAPPEDA

IGLOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG
EKONOMI DAN PENGEMBANGAN

WIT,AYAH

I(ELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUBBAGI.AN KEUANGAN

DAN KEPEGAWAIAN
JABATAN FI'NGSIONAL

BIDANG
PEMERINTAHAN DAN

SOSIAL BUDAYA

BIDANG
PERENCANAAN, PENELITIAN,

PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN

I(EIOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

I PURWORF^IO,
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